
Menimbang a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Nias Nomor 7 Tahun 2012; 

b. bahwa dalam rangka mengatasi 
permasalahan pelaksanaan pemberian hibah 
dan bantuan sosial yang bersumber dari 
APBD, perlu dilakukan penyempurnaan 
terhadap Peraturan Bupati Nias Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial; 

BUPATI NIAS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 11 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 7 

TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,PELAPORAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING 

DAN EVALUASI PEMBERIAN mBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL 

SERI: E NOMOR: 11 

BER:CT,AERAH 
KABUPATEN N:tAS 
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: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Nias tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nias Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial; 

Mengingat 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistim Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lemba:tan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

I. 



6 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
ten tang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
ten tang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagi.an Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang _ Pedoman 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang 'Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari APBD sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5. 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pokok Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Bupati Nias Nomor 7 Tahun 2012 
ten tang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan 
Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring 
Dan Evaluasi Pernberian Hibah Dan Bantuan 
Sosial; 
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Pasal 11 
(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 

10 ayat (1) dianggarkan dalam Kelompok Belanja Tidak 
Langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan 
rincian obyek belanja hibah pada PPKD. 

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah daerah lainnya; 
c. Perusahaan daerah; 
d. Masyarakat; dan 
e. Organisasi kemasyarakatan 

(3) Hibah berupa baran atau jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok 
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program 
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja 
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa 
dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang 
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 7 
Tahun 2012 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 
Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
diubah sebagai berikut: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NIAS NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BERTA MONITORING DAN EVALUASI 
PEMBERIAN HmAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 23A 
(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 
a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau 
keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu 
dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat 
penerima dan besarannya pada saat penyusunan APED 

(3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat 
diperkirakan pada penyusunan APED yang apabila 
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial 
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang 
bersangku tan. 

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal 
baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal llA 
Bupati Nias mencantumkan daftar nama penerima, alamat 
penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan 
Bupati Nias tentang Penjabaran APED 

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yaitu pasal baru yaitu Pasal l lA, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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6. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan 
ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), 
sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30A 
Bupati Nias mencantumkan daftar nama penerima, alamat 
penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV 
Peraturan Bupati Nias, tentang penjabaran APBD, tidak 
termasuk belanja bantuan sosial kepada individu dan/ atau 
keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya. 

5. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal 
baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 
(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam 

kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan 
sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan ricnian obyek 
belanja bantuan sosial pada PPKD. 

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja 
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. individu dan/ atau keluarga; 
b. masyarakat; dan 
c. lembaga non pemerintahan. 

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam 
kelompok belaja langsung yang diformulasikan kedalam 
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis 
belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial 
barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang 
yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada 
SKPD. 
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7. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu pasal baru, 
yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 
(1) Bupati Nias menetapkan daftar penerima dan besaran 

bantuan sosial dengan keputusan Bupati Nias 
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan 
peraturan Bupati Nias tentang penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial 
didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang 
tercantum dalam keputusan Bupati Nias sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial 
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakansebelumnya sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 23A. 

(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada 
individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis 
dari individu dan atau/keluarga yang bersangkutan 
atau surat keterangan dan pejabat yang berwenang 
serta mendapat persetujuan Bupati Nias setelah 
diverifikasi oleh SKPD terkait. 

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan . 
dengan cara pembayaran langsung (LS). 

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai 
sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme 
Tambah Uang (TU). 

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima 
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang 
bantuan sosial. 
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Pasal II 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 36 
(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias atas 

pemberian bantuan sosial meliputi: 
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima 

bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat 
yang berwenang kepada Bupati Nias; 

b. keputusan Bupati Nias tentang penetapan daftar 
penerima bantuan sosial; 

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima 
akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian 
bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima 
barang atas pemberian bantuan sosial berupa 
barang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan 
sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 

8. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat 
baru yaitu ayat 2, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 35A 
(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial 

kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan 
sosial yang diterima oleh masing-masing individu 
dan/ atau keluarga. 

I. 
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SERI: E 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
padatanggal 18 April 2013 
SEKRETARIS DAE IAS, 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 18 April 2013 

BUPATI NIAS, 
ttd 

SOKHIATULO LAOLI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati Nias mi dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 


